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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf Arab ke huruf Latin (bahasa
Indonesia), bukan penerjemahan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Kategori ini mencakup nama-nama Arab, sedangkan nama kelompok bangsa Arab
yang menggunakan bahasa selain Arab ditulis menurut ejaan nasional atau sesuai
penulisan dalam buku rujukan. Ketentuan transliterasi ini juga tetap dipakai saat

menuliskan judul teks dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

A. Konsonan
Arab Indonesia Arab Indonesia
\ ' L t
- b L z
& t ¢ ¢
& th ¢ gh
z i a f
z & q
¢ kh g k
2 d J I
3 dh - m
0 r U n
J z B) w
" S A h
o sy s '
o= $ ¢ y
o= d

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika Hamzah (¢) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (').

B. Vokal




VVokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
— Kasrah I I
— Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan ya Al Adan |
J‘ii Fathah dan wau AU Adan U
Contoh:
ws . Haula d}% . Kaifa

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan alif i A dan garis di
i atau ya atas
- I dan garis di
& Kasroh dan ya I atas

Xi



Dammah dan - U dan garis di
waw atas

‘e
c

Contoh:
Jé * Qdla i * Oila

2
5y oh

=) . Rama Ji . Yaqiilu

D. TaMarbiitah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: Ta marbutah yang hidup atau
yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammabh, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h). Apabila pada suatu kata yang akhir katanya ta
marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
:*-E'Ajj - Raudatul al-atfal
: Raudatu al-atfal
L - Al-Madinah al-Munawwarah
Frofp

. Al-Madinatul Munawwarah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
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L‘-’) : rabbana

- &

J ¥ nazzala

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahalui oleh huruf

berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (7). Contoh:
iﬁd‘; . Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
& Qe : Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf J(alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

33)3\ > al-rajulu (bukan ar-rajulu)
M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

s
3

plall : al-galamu
. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
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X * akala

11t
O3B akhuzina

P : syaiun
H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur’an),
sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh. Contoh:
g JKI 1 a3e : Fa aufit al-kaila wa al-mizana.

: Fa aufii al-kaila wal-mizana.

L@-ﬂ)ﬂ} s 1 jaad 4-“‘-11} fw-\ : Bismillahi majreha Wa mursaha.
| Lafz Al-Jalalah (4V)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Contoh:

J&s - dimutian
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Adapun ta marbatah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al jalalah,

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:
o el 55 A0 abE : hum i rahmatiliah
J. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

A0 2aas G : Wa ma Muhammadun illa rasiil.
)

O el A S35 A Juzan 5 H4ET : Syahru Ramadina al-laz7 unzila, fihi

al-Quranu.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:

Gl (e : Nasrum minallahi wa fathun

qarib.

i Hodl dI . Lillahi al-amru jami’an.
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. Lillahil amru jami’an.

s, Ao & d . Wall@hu bikulli syaiin ‘alimun.
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ABSTRAK

Ampriono, Muhamad Aditya. 220202110028, 2026, Pemenuhan Standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan Perspektif
Magashid Syariah (Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan).
Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik lIbrahim Malang. Dosen
Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kelistrikan, Industri Mebel, Magashid Syariah, Perlindungan Tenaga Kerja.

Dalam praktik ketenagakerjaan di sektor industri mebel, aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya pada bidang kelistrikan,
merupakan bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja. Namun, pada
realitas lapangan, masih ditemukan penggunaan instalasi dan peralatan listrik
yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam
Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Listrik di Tempat Kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan
kerja, seperti sengatan listrik dan cedera fisik, serta mencerminkan lemahnya
kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban hukum dalam menyediakan
lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan berdasarkan Permenaker
Nomor 12 Tahun 2015 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 di Perusahaan
Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di Kota Pasuruan,
serta meninjaunya dari perspektif Magashid Syariah. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-
sosiologis. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian,
wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja, serta studi terhadap peraturan
perundang-undangan dan literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 kelistrikan di ketiga
perusahaan mebel belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenaker
Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen Nomor 10 Tahun 2021, terutama dalam
aspek perencanaan instalasi listrik, kelayakan peralatan, kompetensi tenaga
kerja, dan pengendalian risiko bahaya listrik. Ditinjau dari perspektif Magashid
Syariah, kondisi tersebut belum mencerminkan perlindungan optimal terhadap
keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), karena potensi bahaya
listrik dapat mengancam keselamatan pekerja dan keberlangsungan usaha dan
diperlukan penguatan komitmen manajemen dan pengawasan hukum agar
penerapan K3 kelistrikan dapat berjalan selaras dengan hukum positif dan nilai-
nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.
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ABSTRACT

Ampriono, Muhamad Aditya. 220202110028. 2026. Fulfillment of
Occupational Health and Safety Standards in the Electrical Aspect
from the Perspective of Magashid Sharia (A Study at Furniture
Companies in Pasuruan City). Undergraduate Thesis. Sharia Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Occupational Safety and Health, Electrical Occupational Safety
and Health, Furniture Industry, Magashid Shariah, Labor Protection.

In labor practices within the furniture industry sector, occupational safety
and health (OSH), particularly in the electrical aspect, constitutes a crucial
element of worker protection. However, empirical conditions indicate that
electrical installations and equipment are still frequently used without
complying with safety standards as stipulated in Regulation of the Minister of
Manpower Number 12 of 2015 and Regulation of the Minister of Manpower
ESDM Number 10 of 2021 concerning Electrical Occupational Safety and
Health in the Workplace. Such conditions pose a significant risk of work-related
accidents, including electric shocks and physical injuries, and reflect weak
compliance by employers with their legal obligations to provide a safe and
proper working environment.

This study aims to analyze the fulfillment of electrical occupational safety
and health standards based on Regulation of the Minister of Manpower Number
12 of 2015 and Regulation of the Minister of Manpower ESDM Number 10 of
2021 at Mitra Usaha Furniture, Lumintu Furniture, and Jati Anyar Furniture in
Pasuruan City, as well as to examine it from the perspective of Magashid
Shariah. The research employs an empirical legal method with a juridical-
sociological approach. Data were collected through direct observation at the
research sites, interviews with business owners and workers, and examination
of statutory regulations and Islamic legal literature.

The findings indicate that the implementation of electrical OSH standards
in the three furniture companies has not fully complied with the provisions of
Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2015 and Regulation of
the Minister of Manpower ESDM Number 10 of 2021, particularly regarding
electrical installation planning, equipment feasibility, workforce competence,
and electrical hazard risk control. From the perspective of Magashid Shariah,
these conditions do not yet reflect optimal protection of life (hifz al-nafs) and
property (hifz al-mal), as electrical hazards may endanger workers’ safety and
business sustainability. Therefore, stronger managerial commitment and legal
supervision are required to ensure that the implementation of electrical OSH
aligns with positive law and the values of public welfare in Islamic law.

XXIV
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kompetisi industri yang semakin Kketat,
organisasi dituntut untuk tidak hanya mengejar produktivitas tinggi tetapi juga
menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di
sinilah pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai
bagian integral dari hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Fenomena kecelakaan kerja yang masih tinggi di berbagai sektor industri di
Indonesia menjadi indikator bahwa kesadaran dan penerapan K3 belum
sepenuhnya optimal. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus
kecelakaan kerja pada tahun-tahun terakhir masih berada pada angka yang
mengkhawatirkan, dengan ribuan pekerja mengalami cedera serius bahkan
kematian. Hal ini berdampak pada menurunnya Kinerja tenaga Kkerja,
meningkatnya biaya asuransi, kerugian finansial bagi perusahaan, serta
penurunan reputasi perusahaan di mata stakeholder dan publik.

Kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi salah satu pilar penting
ekonomi makro maupun mikro, karena keselamatan dan kesehatan kerja tidak
bisa dipisahkan dari produksi barang dan jasa. Untuk itu perusahaan harus
menekan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan
menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat

menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi



jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan).?
Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa sepanjang 2024 lalu, terdapat
462.241 kasus kecelakaan kerja, dengan rincian 91,65% termasuk peserta
penerima upah, 7,43% peserta bukan penerima upah, dan 0,92% sisanya
merupakan peserta jasa konstruksi. Jumlahnya melonjak dibanding tahun
tahun sebelumnya yang sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja. Berikut
terdapat grafik data terakhir yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja
jumlah kecelakaan kerja yang ada di Indonesia Sebanyak 17,5% kasus
kecelakaan kerja terjadi di Jawa Timur pada 2024.
Grafik 1. Data Provinsi dengan Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja

Terbanyak

10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Terbanyak

(2024)

Jawa Timur 80.771

Jawa Barat 79.768

Jawa Tengah 58.956

Banten 34.446

Riau 31.866

Jakarta 29.008

Sumatra Utara 23.739

Kepulauan Riau 22,551

DI Yogyakarta 12.940

Kalimantan Timur

11.945

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

sumber: Kemnaker Godds At

1 SUJOSO, Anita Dewi Prahastuti. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. 2012.



Menghimpun data Kemnaker, kasus kecelakaan kerja paling banyak
terjadi di Jawa Timur, yang mencapai 80.771 kasus, sekitar 17,5% dari total
kasus pada tahun 2024. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa penelitian
ini dilakukan di Jawa Timur.

Menurut Alfian & Juhanto, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah
bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan
manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di lokasi proyek.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan
tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga
dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya.
Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi
bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara
menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak
pada masyarakat luas. Jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya
penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya
risiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat.?

Sebagai contoh Salah satu kasus kecelakaan kerja yang berkaitan
dengan aspek kelistrikan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
pada tanggal 10 Juli 2025. Peristiwa ini menimpa seorang pekerja bangunan

bernama Untung Prayoga (30), warga Lampung Tengah, yang mengalami

2 Alfian, A., & Juhanto, A. (2023). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Keja (K3) di Area Kerja
Produksi Precast di PT. Bosowa Beton Indonesia. Inhealth: Indonesian Health Journal, 2(1), 26-36.



luka bakar serius setelah tersengat listrik saat melakukan aktivitas kerja di
lantai atas pembangunan

Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat. Kronologi kejadian berawal
ketika korban berupaya melempar ember ke bawah, namun secara tiba-tiba
muncul percikan api dari kabel listrik PLN di sekitar lokasi yang kemudian
menyambar tubuh korban. Akibat insiden tersebut, korban harus mendapatkan
perawatan intensif di RSUD Ibnu Soetowo Baturaja, sementara pihak
kepolisian setempat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan
kelalaian dalam penerapan standar keselamatan kerja.®

Hal tersebut di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan
kerja listrik di tempat kerja, yang isinya yaitu pasal 2 pengusaha atau pengurus
wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja dan Pasal 4 ayat (1)
Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi perencanaan, pemasangan,
penggunaan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian serta pada
ayat (2) persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
kegiatan pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik dan
pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus

bolak balik atau 120 volt arus searah.*

3 https://palpos.disway.id/read/696568/tersengat-listrik-buruh-bangunan-di-oku-alami-luka-bakar-serius
4 Permenaker Nomor 12 tahun 2015 pasal 2 dan 4 ayat 1



Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya terbatas pada aspek
ketenagakerjaan, tetapi juga sangat bergantung pada aspek teknis instalasi
yang digunakan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor
10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang dimuat pada
pasal 2 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha
ketenagalistrikan wajib memenuhi, keselamatan ketenagalistrikan pada ayat
(2) yang isinya Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi, pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga
listrik. dan yang dimuat juga dalam pasal 3 ayat (1) yang isinya menjelaskan
bahwa Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan untuk mewujudkan kondisi seperti, andal dan aman bagi Instalasi
tenaga listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan
ramah lingkungan, pada ayat (2) yang isinya menyatakan bahwa kondisi andal
dan aman bagi instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi secara
berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan dan Instalasi
Tenaga Listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan
akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan. Dalam hal ini, ditekankan
bahwa setiap kegiatan usaha wajib menjamin instalasi listrik yang aman dan
andal agar tidak membahayakan nyawa manusia maupun lingkungan sekitar.
Dengan demikian, standarisasi kelistrikan menjadi hal penting dalam hukum

untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja di sektor industri, termasuk pada



industri mebel yang sangat bergantung pada peralatan listrik seperti yang
termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM No. 10/2021 menegaskan
bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
keselamatan guna melindungi manusia dari bahaya listrik.® Sehingga aturan
tersebut menjadi acuan hukum yang selaras dengan prinsip Magashid Syariah,
Khususnya hifdzun nafs (menjaga jiwa). Artinya, negara melalui
peraturan ini mewajibkan perusahaan mebel untuk menciptakan lingkungan
kerja yang aman agar risiko kecelakaan fatal akibat listrik dapat dieliminasi
sejak dini. Untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum K3, juga
dibutuhkan landasan filosofis dan etika yang kuat. Dalam konteks Indonesia
sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pendekatan Magashid
Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) menawarkan perspektif yang relevan.
Magashid Syariah berfokus pada lima tujuan utama syariat, salah satunya
adalah Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs). Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs)
sangat relevan dengan kewajiban K3 bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi
merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan untuk menjaga nyawa dan
raga pekerja dari bahaya yang mengancam (seperti sengatan listrik atau
kebakaran).®
Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil menjelaskan bahwa kecelakaan

kerja akibat listrik di dunia industri merupakan salah satu risiko terbesar yang

> Menteri Energi et al., “No Title,” 2011.
6 Rosadi, Abdul dan Irwan Abdullah. "K3 dan Hifzh Al-Nafs: Tinjauan Filosofis Perlindungan Tenaga
Kerja di Sektor Industri." Jurnal Kajian Ketenagakerjaan Indonesia, VVol. A, No. B (Tahun): him. CC-
DD.



dihadapi para pekerja dan dapat berdampak serius, mulai dari cedera ringan
hingga kematian, serta kerugian material dan gangguan operasional
Perusahaan.” Menurut Alkhalidi, T. penyebab utamanya antara lain adalah
kurangnya pemahaman pekerja tentang bahaya listrik, penggunaan peralatan
yang tidak tepat atau rusak, serta lingkungan kerja yang tidak aman seperti
area lembab atau tergenang air. Di sinilah peran Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan potensi
bahaya yang disebabkan oleh listrik.®

Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji isu keselamatan dan
kesehatan kerja K3 namun belum ada penelitian yang secara spesifik
menganalisis perlindungan hukum K3 di lingkungan industri rumahan (home
industry) yang bergerak di bidang mebel. Kota Pasuruan dikenal sebagai 'Kota
Mebel' sejati, di mana hampir di setiap sudutnya dapat menemukan beragam
produk furnitur yang dihasilkan dengan keahlian turun- temurun, mulai dari
ukiran klasik hingga desain modern. Penelitian ini berfokus pada studi kasus
di Perusahaan mebel Kota Pasuruan. Perusahaan ini kebanyakan merupakan
perusahaan home industri bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan
produk mebel atau furniture. Dalam proses pekerjaan berlangsung diperlukan
alat-alat yang masing-masing bagian mempunyai potensi terhadap bahaya

untuk terjadinya kecelakaan kerja, seperti halnya mesin penghalus, alat

" Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil, K. (2022). Analisis manajemen risiko keselamatan dan
kesehatan kerja menggunakan metode HIRADC pada departemen assembly listrik. Journal of
Applied Management Research, 2(1), 11-20.

8 Alkhalidi, T. (2020). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Praktek Instalasi
Tenaga Listrik di SMKN 1 Darul Kamal (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).



pemotong, alat ukir dan lain lain jadi diperlukan adanya kebijakan yang lebih
efektif untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama terkait kesejahteraan yang
merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja.

Fasilitas keselamatan kerja adalah segala bentuk sarana dan prasarana
yang disediakan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya
dan risiko kecelakaan kerja. Fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan
lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mencegah terjadinya cedera atau
penyakit akibat kerja. Pentingnya fasilitas keselamatan kerja berguna untuk
melindungi nyawa dan Kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas kerja,
menciptakan citra positif perusahaan dan untuk memenuhi peraturan
perundang undangan.®

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan
K3 dalam Perusahaan Mebel di Kota Pasuruan. Pemilihan Lokasi di Pasuruan
tersebut juga dikarenakan terdapat permasalahan yang ada yaitu kecelakaan
kerja berupa sengatan Listrik pada beberapa Perusahaan mebel. Penelitian ini
juga akan mengidentifikasi tantangan- tantangan yang ada serta memberikan
rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan
memahami kendala-kendala yang dihadapi dan keberhasilan yang telah
dicapai, diharapkan dapat terwujud sistem perlindungan yang lebih efektif dan
adil bagi tenaga kerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan dan produktivitas mereka secara keseluruhan.

® Fitriyani, N. (2024). Pengaruh Fasilitas Kerja, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Tenaga Kerja Lapangan PT. Bakrie Pasaman Plantations Tbk.
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).



Ketidakpatuhan terhadap standar K3 ini telah membuahkan dampak
fatal di lapangan pada penelitian ini. Di Mebel Mitra Usaha, telah terjadi
kecelakaan kerja berupa luka serius pada tangan pekerja akibat minimnya alat
pengaman mesin. Sementara di Mebel Jati Anyar, pekerja pernah mengalami
insiden sengatan listrik akibat kegagalan sistem isolasi dan pengamanan
instalasi. Meskipun di Mebel Lumintu belum tercatat kecelakaan fatal (zero
accident), kondisi peralatan yang tidak standar menciptakan potensi bahaya
laten yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa pekerja. Sehingga
pemenuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) aspek kelistrikan
masih jauh dari ketentuan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana
perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Permenaker No.
12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 guna
memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, serta bagaimana konsep
perlindungan tersebut diperkuat dan dilegitimasi secara filosofis oleh prinsip
Magashid Syariah dan juga menjadi langkah penting untuk memastikan
bahwa hak-hak atas keselamatan pekerja dihargai dan dipenuhi sesuai dengan
aturan yang berlaku. Dengan begitu, diharapkan tenaga pekerja bisa bekerja
dengan lebih nyaman dan produktif, tanpa harus khawatir tentang hak atas
aspek keselamatan kerja mereka yang mungkin terabaikan. Maka dari itu

peneliti mengambil judul mengenai:
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“PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF
MAQOSHID SYARIAH (STuUDI DI PERUSAHAAN MEBEL
PASURUAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis

kemudian merumuskan permasalahan yang menjadi inti penelitian sebagai

berikut;

1. Bagaimana pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 di Perusahaan Mebel Mitra Usaha,
Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar?

2. Bagaimana tinjauan Magashid Syariah dalam pemenuhan Standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Perusahaan Mebel
Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai

berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan
standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada aspek kelistrikan
yang telah diterapkan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu,
dan Mebel Jati Anyar.

2. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi standar K3 listrik



11

tersebut ditinjau dari kacamata Maqgashid Syariah, khususnya dalam
kaitannya dengan menjaga jiwa (Hifdzun Nafs) dan menjaga harta (Hifdzul
Maal).
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis untuk pembaca dan untuk pihak yang terkait.

Adapun manfaat dari penelitiannya:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan
tentang hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
studi manajemen K3 yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai hukum
Islam (Magashid Syariah), serta dapat menjadi atau pustaka bagi
peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji integrasi antara standar
teknis industri dengan perspektif syariah.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemilik Usaha (Mebel): Sebagai bahan evaluasi untuk
memperbaiki sistem kelistrikan di workshop agar sesuai dengan
standar keamanan, guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja
atau kebakaran.
b. Bagi Pekerja: Meningkatkan kesadaran akan hak mereka dalam
mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang tidak hanya
diatur oleh negara, tetapi juga dianjurkan oleh agama.

c. Bagi Instansi Terkait: Memberikan gambaran riil mengenai
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kondisi K3 pada sektor UMKM furnitur sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau sosialisasi K3 di
masa depan.
E. Definisi Operasional
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik
Di lingkungan industri mebel, K3 Listrik (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Listrik) adalah serangkaian upaya perlindungan yang
dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja, kebakaran, dan kerusakan
aset yang diakibatkan oleh energi listrik, dengan mempertimbangkan
karakteristik khusus industri perkayuan. Industri mebel memiliki risiko
yang tinggi karena kombinasi antara penggunaan mesin bertenaga besar,
seperti gergaji bundar, mesin serut (planner), dan mesin router. Instalasi
listrik yang tidak memenuhi standar seperti yang diatur dalam Permenaker
No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021
dapat memicu kebakaran, terutama di lingkungan yang kaya akan material
mudah terbakar seperti debu dan serbuk kayu.°
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala upaya atau
pemikiran dan tindakan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya,

dan manusia pada umumnya, berikut Adalah pengertian K3 menurut

10 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
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International Labour Organization (ILO), K3 adalah upaya meningkatkan
dan memelihara derajat tertinggi seluruh pekerja secara fisik, mental, dan
sosial dalam segala jenis pekerjaan serta melindungi dari risiko yang dapat

mengganggu Kesehatan.

F.  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum
Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Listrik Dan Maqgasid Syariah (Studi Di Mebel Kota Pasuruan)
adalah sebagai berikut:
1. Bab I: Pendahuluan
Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan
yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah
disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang
di bahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini
berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari
rumusan masalah. dan manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu
manfaat bagi penulis dan pembaca.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

1 Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)). Geneva: ILO.

Satrio Muhamad Ramadhan Achmad Farhan Rafshanjani, Ade Raihan Naufal, Hafitz Devan Hakim,
“Teori/Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2),” Jurnal IImiah
Wahana Pendidikan 11 (2025): 167-86,
https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11109 p-1SSN:
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Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian berbagai
hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian.
Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus
penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori
misalnya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas

3. Bab Ill: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya
terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber
data, metode pengumpulan data dan metode pengelolahan data. Jenis
penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan
penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan
pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying),
analisis data (analysing) dan kesimpulan (concluding).

4. Bab I1V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan memuat jawaban terhadap
permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini
akan memberikan jawaban mengenai pemenuhan standar Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan berdasarkan hukum positif dan
Magashid Syariah di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan
Mebel Mitra Usaha.

5. Bab V: Kesimpulan



15

Bab kesimpulan berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh
dari temuan penelitian ini, dan kesimpulan disini adalah poin poin penting
hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut
akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah
dicantumkan dalam bab 1, dan dalam kesimpulan ini juga memuat saran
dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga

peneliti selanjutnya.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sendiri telah melakukan
penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang diambil sangat relevan
berdasarkan judul dan latar belakang dengan tema peneliti. Namun, di dalam
penulisan substansinya di tuangkan ke dalam redaksi yang berbeda, untuk itu

penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:
1. Ratulangi, tahun 2024, dengan judul “Implementasi Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai
Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan di Kabupaten
kepulauan Sangihe”. Persamaan dengan penelitian ini sama-
sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja.
Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian A. R. Lumadja., I.
Trang., A. B. H. Jan berfokus pada lingkungan kerja sebagai
langkah pencegahan kecelakaan kerja di kalangan nelayan

tradisional .*

2. Penelitian oleh Isdiana Syafitri, SH, M. Hum Mahasiswa
Universitas Universitas Amir Hamzah Medan, tahun 2021,
dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga

Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa

2 | umadja, A. R,, Trang, I., & Jan, A. H. (2024). Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
(K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan Di Kabupaten
Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi,
12(03), 634-645.



17

Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Persamaan dengan penelitian
ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan
kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian Isdiana
Syafitri, SH, M.Hum berfokus pada tenaga Kesehatan pada
pasien covid 19.13

3. Penelitian oleh Muhammad Asbar, Abdi Wijaya Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021,
dengan judul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat”. Persamaan dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan
keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian
Muhammad Asbar, Abdi Wijaya berfokus pada upaya
perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan
adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai
ancaman.*

4. Penelitian oleh Bangun Nauli Hutagalung Mahasiswa
Universitas Medan Area Medan, tahun 2022, dengan judul
“Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan

13 gyafitri, 1. (2021). Analisis Perlindungan Hukum TerhadapTenaga Kesehatan Atas Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik
Ganesha Medan), 4(2),

190-199

14 Asbar, M., & Wijaya, A. (2021). Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja
Perspektif Maslahat. Shautuna: Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.
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Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan
Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul”. Persamaan
dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesehatan
dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu
penelitian Bangun Nauli Hutagalung berfokus pada Perlindungan
Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan
Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul.®®

5. Penelitian oleh Irwan, I., Saharuddin, S., Syahril, M. A. F., &
Suprapto, S. Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, tahun 2023,
dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak
Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Persamaan dengan
penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan
keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian
Irwan, I., Saharuddin, S., Syahril, M. A. F., & Suprapto, S.
berfokus pada Gambaran secara umum hukum keselamatan
kerja.®

6. Penelitian oleh Djoko Setyo Widodo Mahasiswa Gunadarma
Jakarta, tahun 2023, dengan judul “Determinasi Pelatihan,

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan

15 Hutagalung, B. N. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Kasus Kecelakaan Kerja yang
Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul (Doctoral dissertation, Universitas
Medan Area).

% Irwan, ., Saharuddin, S., Muh. Akbar Fhad Syahril, dan Suprapto, “Perlindungan Hukum
Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 4
(2023): 364-371
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Kerja”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas
tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat
perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Determinasi
Pengembangan Karier, Pelatihan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja. *’

7. Penelitian oleh Rifdha, A., & Susilawati, S. Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2024, dengan
judul “Analisis Faktor Faktor Kecelakaan Kerja pada Pekerja
Tambang: Literature Review”. Persamaan dengan penelitian ini
sama-sama membahas tentang keselamatan kerja. Namun,
terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada faktor faktor
kecelakaan kerja pada pekerja tambang.*®

8. Penelitian oleh Qolip, S. N., Maslina, M., & Ramdan, M.
Mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
tahun 2024, dengan judul “Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada
Kegiatan Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur
Balikpapan. Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan
Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan.”.
Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang
keselamatan dan Kesehatan kerja. Namun, terdapat perbedaan,

yaitu penelitian berfokus pada pekerja PT. Cahaya Murni Borneo

" Widodo, D. S. (2023). Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap
Kepuasan Kerja. Jurnal lImu Multidisplin, 1(4), 956-962.

18 Rifdha, A.,& Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor Faktor Kecelakaan Kerja pada Pekerja
Tambang: Literature Review. Jurnal Anestesi, 2(3), 23-30.
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Timur Balikpapan mulai dari Manager, HRD, Suvervaisor,
Leader, dan Karyawan. dan penelitian ini sangat di fokuskan
pada Buadaya K3 yang diterapkan di PT. Cahaya Murni Borneo
Timur Balikpapan.'®

9. Penelitian oleh Fauziah, E. A., & Susilawati, S. Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2024, dengan
judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan
Kerja di Tambang Batubara. ”. Persamaan dengan penelitian ini
sama-sama membahas tentang keselamatan kerja. Namun,
terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Industri
pertambangan batubara mempunyai risiko kecelakaan kerja yang
signifikan dan tingkat bahaya yang tinggi.?°

10. Penelitian oleh Rahmanto, I., & Hamdy, M. |. Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022,
dengan judul “Amnalisa Resiko Kecelakaan Kerja Karyawan
Menggunakan Metode Hazard and Operability (HAZOP) di PT
PJB Services PLTU Tembilahan”. Persamaan dengan penelitian
ini sama-sama membahas tentang kecelakaan kerja. Namun,
terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada PJB Services
PLTU Tembilahan mengidentifikasi jenis-jenis kecelakaan kerja

dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada proses

19 Qolip, S. N., Maslina, M., & Ramdan, M. (2024). Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan
Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan. IDENTIFIKASI, 10(1), 150-155.

20 Fauziah, E. A., & Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan
Kerja di Tambang Batubara. Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 2(2), 181-185.
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produksi energi listrik. Analisa data dilakukan dengan teknik

analisa data secara deskriptif dengan metode Hazard and

operabilty (HAZOP).%

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No Namg_ Juo!u_l Persamaan | Perbedaan
Peneliti Penelitian
1. | Aldy Rizky | Implementasi | Persamaan | Terdapat
Lumadja, Kesehatan dengan perbedaan yang
Irvan Trang, | dan penelitian ini | mana penelitian
Arrazi Bin | Keselamatan | sama-sama | ini berfokus
Hasan Jan. | Kerja  (k3) | membahas | pada
Serta tentang lingkungan
Lingkungan | Kesehatan kerja sebagai
Kerja Sebagai | dan langkah
Upaya keselamatan | pencegahan
Pencegahan kerja. kecelakaan
Kecelakaan yang terjadi di
KerjaNelayan kalangan
di Kabupaten nelayan
kepulauan tradisional.
Sangihe
2 | Isdiana Analisis Persamaan | Terdapat
Syafitri Perlindungan | dengan perbedaan,
Hukum penelitian ini | yaitu
Terhadap sama-sama | penelitian
Tenaga membahas | ini
Kesehatan tentang berfokus
Atas Kesehatan pada tenaga
Keselamatan | dan Kesehatan
dan keselamatan | pada pasien
Kesehatan kerja. Covid 19.
Kerja di Masa
Pandemi
Covid-19 di
Indonesia
3 Muhammad | Perlindungan | Persamaan | Terdapat
Asbar, Abdi | Kesehatan dengan perbedaan,
Wijaya dan penelitian ini | yaitu
Keselamatan | sama-sama | penelitian ini

21 Rahmanto, 1., & Hamdy, M. 1. (2022). Analisa Resiko Kecelakaan Kerja Karyawan Menggunakan
Metode Hazard and Operab
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No

Nama

Judul

Peneliti Penelitian Persamaan | - Perbedaan
Kerja membahas | berfokus
Terhadap tentang pada  upaya
Pekerja Kesehatan perlindungan
Perspektif dan PT. Tirta
Maslahat keselamatan | Fresindo Jaya
kerja. terhadap
pekerja
dengan
adanya sarana
kerja  untuk
melindungi
pekerja dari
berbagai
risiko  kerja
adalah:
Masker,P3K
(Pertolongan
Pertama Pada
Kecelakaan).
4 Bangun Peran Persamaan | Terdapat
Nauli Pengawas dengan perbedaan,
Hutagalung | Ketenagakerj | penelitian yaitu
aan Dinas ini sama- | penelitian
Tenaga Kerja | sama Bangun Nauli
Provinsi membahas | Hutagalung
Sumatera tentang berfokus pada
Utara dalam | Kesehatan Perlindungan
Memberikan | dan Hukum Atas
Perlindungan | keselamatan | Kasus
Hukum Atas | kerja Kecelakaan
Kasus Kerja  Yang
Kecelakaan Mengakibatk
Kerja yang an  Pekerja
Mengakibatk Meninggal
an Pekerja Dunia di PT.
Meninggal Kiat Unggul
Dunia di PT.
Kiat Unggul
5 Irwan, Perlindungan | Persamaan | Terdapat
Saharuddin, | Hukum dengan perbedaan
Akbar Fhad | Terhadap penelitian yaitu
Syahril, dan | Pemenuhan ini sama- | penelitian
Suprapto Hak sama Irwan,
Keselamatan | membahas | Saharuddin,
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No Namfa_ Juo!u_l Persamaan | Perbedaan
Peneliti Penelitian
dan tentang Akbar  Fhad
Kesehatan Kesehatan | Syahril, dan
Kerja dan Suprapto
keselamatan | berfokus
kerja pada
Gambaran
secara umum
hukum
keselamatan
kerja.

6 Djoko Determinasi | Persamaan | Terdapat
Setyo Pelatihan, dengan perbedaan,
Widodo Keselamatan | penelitian ini | yaitu

dan Kesehatan | sama-sama | penelitian
Kerja ~ (K3) | membahas | berfokus
terhadap tentang pada
Kepuasan Kesehatan Determinasi
Kerja dan Pengembanga
keselamatan | n Karier,
kerja. Pelatihan dan
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja  (K3)
terhadap
Kepuasan
Kerja.
7 Rifdha dan | Analisis Persamaan | Terdapat
Susilawati | Faktor Faktor | dengan perbedaan,
Kecelakaan penelitian ini | yaitu
Kerja  pada | sama-sama | penelitian
Pekerja membahas | berfokus
Tambang tentang pada faktor
keselamatan | faktor
kerja. kecelakaan
kerja ~ pada
pekerja
tambang

8 Samsudyn Evaluasi Persamaan | Terdapat
Nur  Qolip, | Kecelakaan dengan perbedaan,
Maslina, Kerja Pada penelitian ini | yaitu
Muhamad Kegiatan sama-sama | penelitian
Ramdan Produksi di membahas | berfokus

PT. Cahaya tentang pada pekerja
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No

Nama

Judul

Peneliti Penelitian Persamaan | - Perbedaan
Murni keselamatan | PT. Cahaya
Borneo dan Murni Borneo
Timur Kesehatan Timur
Balikpapan. kerja Balikpapan
mulai dari
Manager,
HRD,
Supervisor.

9 Ella  Asri | Analisis Persamaan | Terdapat
Fauziah, Faktor- dengan perbedaan,
Susilawati Faktor penelitian ini | yaitu

Penyebab sama-sama | penelitian

Terjadinya membahas | berfokus

Kecelakaan tentang pada Industri

Kerja di | keselamatan | pertambangan

Tambang kerja. batu bara

Batubara mempunyai
risiko
kecelakaan
kerja  yang
signifikan dan
tingkat
bahaya yang
tinggi.

10 | Irfan Analisa Persamaan | Terdapat
Rahmanto Risiko dengan perbedaan,
dan Kecelakaan penelitian ini | yaitu
Muhammad | Kerja sama-sama | penelitian
Ihsan Karyawan membahas | berfokus pada
Hamdy Menggunaka | tentang PJB Services

n Metode | kecelakaan | PLTU
Hazard and | kerja. Tembilahan
Operability bertujuan
(HAZOP) di untuk
PT PJB mengidentifik
Services asi  Resiko
PLTU Kecelakaan
Tembilahan Kerja
Karyawan
Menggunaka
n Metode
Hazard and
Operability

di PT PJB




B. Kerangka Teori

Kerang

Nama Judul
No . . Persamaan | Perbedaan
Peneliti Penelitian
Services
PLTU
Tembilahan.
ka teori merupakan suatu struktur atau rencana Yyang

menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian yang

menjadi dasar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hal ini,

mencakup relasi antara variabel yang diteliti.
1. Teori Domino (H.W. Heinrich) - K3

H.W. Heinrich menjelaskan bahwa rangkaian kecelakaan kerja

terjadi akibat lima faktor

Ancestry/Social Environment (Kurang pengetahuan).

Unsafe Act/Condition (Kabel telanjang/lilitan rafia).

Accident (Tersengat listrik).

Injury (Luka/cedera).??

a. Definisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum adalah
segala upaya atau pemikiran dan tindakan yang ditujukan untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun

rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya,

serta hasil karya dan budayanya, menuju masyarakat makmur dan

22 Heinrich, H. W., Petersen, D., & Roos, N. (1980). Industrial Accident Prevention: A Safety

Management Approach (5th ed.).
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sejahtera. Berikut beberapa pengertian K3 menurut para ahli

antara lain:

1) Menurut International Labour Organization (ILO), K3 adalah
upaya meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi seluruh
pekerja secara fisik, mental, dan sosial dalam segala jenis
pekerjaan serta melindungi dari risiko yang dapat mengganggu
Kesehatan.?

2) Menurut Gunawan, A., & Waluyo, D, K3 merupakan tindakan
untuk mengendalikan risiko bahaya operasi atau produksi.
Penekanan pada “pengendalian risiko” menunjukkan bahwa
K3 harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen
operasional secara proaktif (pendekatan risk- based).?*

3) Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja
adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan,
kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Risiko keselamatan
kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat
menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong,
luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh,

penglihatan dan pendengaran.?®

2 Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.

24 Gunawan, A., & Waluyo, D. (2015). Risk Based Behavioral Safety: Membangun Kebersamaan
untuk Mewujudkan Keunggulan Operasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

% Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
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b. Prinsip dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Sutrisno, Prinsip K3 meliputi tiga aspek utama:

1) Aspek higiene (kesehatan), antara lain menjaga kesehatan dan
kebersihan pribadi karyawan, makanan dan minuman, serta
pakaian.

2) Aspek sanitasi (lingkungan kesehatan), termasuk penyediaan
air bersih, pengelolaan limbah, pengendalian serangga dan
hama, serta penataan lingkungan kerja dan perumahan
karyawan.

3) Aspek lingkungan kerja, meliputi pengendalian sumber
penyakit fisik (seperti suara keras, suhu tinggi, radiasi),
penyakit kimia (keracunan, debu, uap kimia), dan penyakit
infeksi melalui pertolongan pertama dan imunisasi.

Menurut Mangkunegara, tujuan K3 adalah agar setiap pegawai
mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja secara fisik,
sosial, dan psikologis; agar perlengkapan dan peralatan kerja
digunakan seefektif mungkin; menjaga keamanan hasil produksi;
meningkatkan kesehatan dan gizi pegawai; meningkatkan

semangat, keserasian, dan partisipasi kerja mencegah gangguan

% Sutrisno, Edy. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Jakarta: Kencana.
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kesehatan akibat lingkungan kerja serta memberikan rasa aman
dan terlindungi bagi pegawai selama bekerja.?’
2. Teori Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 adalah perwujudan
Hukum Positif dari prinsip- prinsip dasar K3 listrik, yang terdiri dari
tiga pilar utama:
a. Pilar Pencegahan Teknis (Engineering Control)

Peraturan ini memastikan bahwa risiko listrik dikendalikan

di sumbernya:

1) Kepatuhan PUIL: Peraturan ini menjadikan Persyaratan
Umum Instalasi Listrik (PUIL) sebagai standar K3 yang
wajib, bukan sekadar panduan teknis.

2) Proteksi Aktif dan Pasif: Mewajibkan pemasangan
grounding (pentanahan), pemutus arus, dan isolasi yang
memadai untuk mengendalikan sentuhan langsung,
sentuhan tidak langsung, dan arus lebih.

b. Pilar Pencegahan Administratif (Administrative Control)

Peraturan ini mengatur sistem dan SDM untuk memastikan

keberlanjutan K3:

27 Mangkunegara, A.A.A. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.
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1) Akuntabilitas: Dengan mewajibkan memeriksa Uji dan
Izin Pemakaian atau Sertifikat Laik Operasi (SLO),
perusahaan menjadi akuntabel secara hukum atas
kondisi instalasi listriknya.

2) Kompetensi: Standarisasi kompetensi pekerja listrik
menghilangkan praktik kerja yang dilakukan oleh tenaga
yang tidak terampil, sehingga mengurangi human error
yang menjadi penyebab utama kecelakaan listrik.

c. Pilar Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability)
Permenaker ini memberikan dasar hukum yang kuat.

Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam memenuhi

kewajiban yang tercantum dalam Permenaker ini (misalnya,

tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau
menggunakan tenaga Yyang tidak kompeten), maka
pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga
pidana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan KUHP.?

Tujuan dari perlindungan hukum menurut Satjipto

Rahardjo adalah untuk melindungi kepentingan orang yang

memiliki hak tersebut, sekaligus memberikan pengayoman

kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain.

2 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
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Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya keseimbangan
antara hak dan kewajiban, di mana tuntutan atas hak harus
diimbangi dengan kesadaran melaksanakan kewajiban agar
tujuan hukum dapat tercapai. Hukum berfungsi untuk
menciptakan ketertiban dalam masyarakat, memastikan
keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin
kemanfaatan hukum bagi individu dan masyarakat secara

luas.?®

3. Magashid Syariah

Magashid Syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariat.
Ini merujuk pada maksud, rahasia, dan hikmah yang diinginkan oleh
Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam menetapkan seluruh atau
sebagian besar hukum Islam. Inti dari Magashid Syariah adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan atau kesejahteraan) bagi
umat manusia dan menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan dan
bahaya), baik di dunia maupun di akhirat. Abu Hamid al-Ghazali
mendefinisikan magashid dengan penekanan syariah Islam pada
pemeliharaan lima aspek: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql),
keturunan (nasl), serta harta (mal). Sedangkan Imam al-Shatibi,

memberikan pengertian umum atas Magashid. Beliau mengatakan

2 Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.
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bahwa Magashid itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat.*
Teori Maqashid Syariah (Imam Al-Shatibi & Jasser Auda)
Al-Syatibi menyebutkan ada lima maqgasid syariah, yang melandasi
dan harus dipelihara atau dijaga oleh setiap muslim dalam kaitannya
dengan pengambilan keputusan dan kemaslahatan. jadi ada lima
prinsip dalam pengambilan keputusan berdasarkan Magasid Syariah,
yaitu:3!
a. Memelihara Agama (Hifzuddin)
Memelihara agama menjadi haq attadayyun (hak
Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan
ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga
kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah
dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan
agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang
beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak
ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk
mengejewantahkan keberaagamaan seseorang.

b. Memelihara Jiwa (Hifzunnafs)

% al-Ghazali, Abti Hamixd. 1973. al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usil. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah.

31 Al-Syatibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gornati Abii Ishaq, Al-Muwafaqat,
ed. Abu
‘Ubaidah Masyhiir bin Hasan Al Sulaiman, cet.1, Saudi Arabia, Dar Ibn ‘Affan: 1997.
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Memelihara Jiwa menjadi haq alhayat (hak hidup).
Hak ini tidak hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan
diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas
kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak
hidup haris diorientasikan pada perbaikan kualitas
kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Jiwa
yang menjadi hak hidup harus di jaga dari berbagai bentuk
yang dapat mengancam hidupnya bahkan sampai kepada
kematian seseorang. Jika kehilangan jiwa tanpa sebab
secara syariah, Allah SWT telah menetapkan hukum gisas
yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan.

. Memelihara Akal (Hifzul ‘Aql)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam
amatlah penting. Memelihara akal yaitu haq al-za 'lim (hak
mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti
hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila
ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah
pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada
dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah
terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi
seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk
dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan

untuk karya intelektual.
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d. Memelihara Keturunan atau Kehormatan (Hifzunnasl)

Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga
kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang
lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting
dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan
kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan
hak menjaga kehormatan. Di samping itu syariah Islam
secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina,
bahkan perzinahan termasuk dari kategori perbuatan
fakhisyah (terkeji).

e. Memelihara Harta (Hifzul Mal)

Yaitu haqg al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya
diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari
gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai
hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang
halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan
wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan
bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat
mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk
mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Al-Syatibi, sering dijuluki “Bapak Magqashid Syariah,”

berfokus pada tujuan utama syariat sebagai realisasi kemaslahatan
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secara universal. Tujuan syariat adalah satu, yaitu kemaslahatan (al-
maslahah) atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Magasid
Syariah adalah menjaga lima hal pokok (al-Dharuriyyat al-
Khamsah).%?

Perlindungan hukum K3 Listrik yang diatur Permenaker
12/2015 secara langsung sejalan dengan satu dari lima tujuan utama
tersebut. Permenaker No. 12 Tahun 2015 secara eksplisit bertujuan
untuk “Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari
potensi bahaya listrik” (Pasal 3). Bahaya listrik, seperti sengatan dan
kebakaran, dapat menyebabkan kematian (hilangnya jiwa). Semua
upaya K3 (pemasangan instalasi yang aman, penyediaan APD,

pelatihan) adalah manifestasi praktis dari kewajiban Hifdz an-Nafs.

32 Syatibi, Abu Ishaq lbrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnati. Al-Muwafaqat fi Ushiil as-
SyarT’ah. Beirut: Dar al- Kutub al-1lmiyyah, 1975.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian
ini menggunakan yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan
dikarenakan fokus utama penelitian ini bukan hanya pada teks peraturan
seperti, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 10 Tahun 2021 saja melainkan pada bagaimana peraturan tersebut
benar-benar diterapkan atau dipenuhi oleh pelaku usaha mebel di Kota
Pasuruan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang sebenarnya
terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk
digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk
mengidentifikasi.> Ciri dari yuridis empiris adalah adanya subjek dan lokasi
penelitian yang nyata. Dalam skripsi ini, lokasi penelitian dibatasi pada tiga
perusahaan mebel di Kota Pasuruan untuk mendapatkan gambaran riil
mengenai kondisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kelistrikan. Ciri
khas yuridis empiris adalah adanya subjek dan lokasi penelitian yang nyata.
Dalam skripsi ini, lokasi penelitian dibatasi pada tiga perusahaan mebel di
Kota Pasuruan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi K3
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kelistrikan. Peneliti menyertakan bukti-

bukti nyata berupa dokumentasi foto peralatan yang tidak layak

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021), 223.
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(seperti kabel yang dililit tali rafia atau isolasi) serta catatan riwayat

kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja di lapangan.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan
menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian yuridis sosiologis
memiliki ciri khas kajian, yakni; pertama, pembahasan pelaksanaan hukum
di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau
undang-undang. Kedua, bergantung pada bukti empiris. Ketiga,
kebenarannya didasarkan pada fakta realitas hukum. Keempat, penekanan
datanya dengan memahami makna dalam pikiran atau ide peneliti yang
berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia. 3*

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan
menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Jadi pendekatan yuridis
sosiologis memberi penekanan pada hubungan antara hukum dan
masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks
dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas.
Permenaker no 12 tahun 2015 ini berfungsi sebagai standar hukum utama
yang digunakan peneliti untuk menilai kepatuhan pengusaha. Unsur yuridis
dari pendekatan ini merujuk pada pemenuhan pasal-pasal dalam peraturan

ini, seperti kewajiban perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi

3 Muhammad Chairul Huda dan MH S HI, “Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis
Sosiologis),” The Mahfud Ridwan Institute, (2021). Hal 21.
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listrik (Pasal 5-8). Secara sosiologis, peneliti mengamati apakah kewajiban
dalam Permenaker ini, seperti penyediaan sistem grounding (pentanahan)
dan penggunaan peralatan berstandar SNI, telah dilaksanakan di lingkungan
kerja mebel. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat
integrasi antara aturan ketenagakerjaan (Permenaker) dengan aturan teknis
ketenagalistrikan (Permen ESDM No 10 tahun 2021). Pada pasal 2 dan 3
Hubungan sosiologisnya terletak pada pengamatan di lapangan terkait
kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau izin pemakaian, yang
merupakan mandat dari regulasi ESDM untuk memastikan instalasi listrik
aman bagi lingkungan dan manusia. pasal ini untuk menunjukkan bahwa
secara hukum, pemilik mebel memiliki kewajiban mutlak (legal obligation)

untuk memastikan kabel dan mesin produksi mereka aman

. Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan, Jawa Timur juga terkenal dengan industri mebel,

seperti Jepara di Jawa Tengah. Pasar Mebel Bukir adalah buktinya terdapat
ratusan pedagang mebel, jadi Kota Pasuruan dikenal luas sebagai salah satu
sentra penghasil mebel terkemuka, khususnya untuk produk berbahan
kayu.®®> Hal ini menjadikan kota tersebut lokasi ideal untuk meneliti
perlindungan tenaga Kkerja, terutama karena industri mebel memiliki

karakteristik risiko kerja yang spesifik. Tingginya konsentrasi dan

35
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spesifisitas risiko industri mebel di Pasuruan menjadikan kota ini lokasi
yang ideal dan representatif untuk melakukan penelitian mendalam.
Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil tiga sampel
penelitian di tiga tempat yakni, mebel Jati Anyar yang berada di JI. Gatot
Subroto Krapyakrejo Kota.Pasuruan, mebel Mitra Usaha. JI. Gatot subroto,
Krapyakrejo, Kota. Pasuruan, dan mebel Lumintu. JI. Gatot Subroto Bukir

Kota.Pasuruan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui
penelitian langsung ke masyarakat.®® Dalam hal ini, peneliti
memperoleh data dengan cara wawancara langsung secara lisan

kepada Unit di tiga Perusahaan mebel Di Kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang
diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan
dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan
bahan hukum.®” Sumber data sekunder yang digunakan berupa
Buku, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan

dengan materi penelitian ini, seperti Permenaker no. 12 tahun 2015

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156
37 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156
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tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan
topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.®
Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi,
sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat dikelola berdasarkan
fenomena yang terjadi.>® Informan dalam penelitian ini adalah karyawan
tiga mebel di Kota Pasuruan. Jadi proses wawancara tersebut
dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi tempat ketiga mebel
tersebut yakni mebel Mitra usaha, mebel Jati anyar, dan mebel luminthu,
proses wawancara berlangsung pada saat jam kerja berlangsung jadi
peneliti dapat bertemu dan menyaksikan langsung bagaimana proses
kerja dan penggunaan K3 Listrik ditempat tersebut apakah sudah
memenuhi standart hukum dengan benar. dan materi yang digali dalam
wawancara meliputi, prosedur pemeliharaan instalasi listrik dan

pemeriksaan berkala (riksa uji), penyediaan dan Kkedisiplinan

38 Muhammad Syarif Rizki Ramadhani et al., Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Padang: Get Press
Indonesia, 2024).
39 Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 86.
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penggunaan alat pelindung diri (APD), dan riwayat kecelakaan kerja dan

pelaporan bahaya.

2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa saat penelitian, berupa
dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen terekam dapat berupa
gambar (foto) dan rekaman audio atau video, sedangkan dokumen tertulis
berupa arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan
fakta di lapangan.*® Dalam penelitian ini dokumentasi tertulis berupa foto
dan beberapa rekaman audio, sedangkan dokumentasi tertulis berupa

catatan. Pada saat proses penelitian berlangsung.
F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data atas subjek
dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.*!
Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan
sistematis. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain:

a. Pemeriksaan Data (editing)

40 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180
41 Sigit Sapto Nugroho, dkk. Metodologi Riset Hukum (Karanganyar: Oase Group, 2020) h. 93
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Tahap ini bertujuan untuk meneliti apakah data yang terkumpul
dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi sudah lengkap
tidak ada yang hilang, relevan dengan penelitian, tidak berlebihan dan
bebas dari kesalahan teknis (kesalahan pencatatan). Langkah-langkah
dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data
adalah pemeriksaan kelengkapan data, pembersihan data yang tidak
relevan, dan memperbaiki kesalahan teknis atau penulisan.*?

b. Klasifikasi (Classifying)

Proses pengelompokkan semua data yang telah didapat ke dalam
kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya yang bertujuan untuk
memudakan saat melakukan analisis data. Klasifikasi membantu
peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih
terstruktur dan mudah dikelola. Langkah- langkah yang dilakukan
dalam tahap Klasifikasi adalah penandaan data (coding), yaitu
pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran
ataupun penggunaan tanda, simbol, kata tertentu yang menunjukkan
kelompok data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan
data secara sempurna.*®

c. Verifikasi (Verifying)
Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses

pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang

4 Muhammad Citra Ramadhan, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: CV Kaizen Sarana
Edukasi, 2021) h. 157-158

43 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) 180
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dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan
bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar
mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.**

Penulis melakukan verifikasi data temuan dari wawancara,
dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara penulis kepada
informan. Kemudian, penulis mencocokkan hasil wawancara yang
telah ditulis dengan pernyataan informan untuk memastikan akurasi
dan kesesuaian informasi yang diperoleh. Selain itu, penulis
memverifikasi hasil dokumentasi yang berupa foto dengan cara
memeriksa waktu dan tempat pengambilan untuk memastikan keaslian
materi tersebut. Dokumentasi berupa foto dan catatan kemudian
ditunjukkan kepada pihak terkait, seperti para pemilik mabel di Kota
Pasuruan dan para karyawan yang terlibat untuk mengonfirmasi
kebenaran informasi yang ada. Terakhir, penulis membandingkan hasil
wawancara dengan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian
temuan yang diperoleh dari kedua sumber tersebut.

d. Analisis Data (analysing)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses
mengevaluasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi,
dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan
penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis

menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di

44 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 101
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bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan
pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis,
analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.*®

e. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam pengolahan data. Pada
tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan
dengan singkat dan jelas. Hasil dari penarikan kesimpulan diambil dari
hasil analisis yang telah divalidasi keabsahan datanya, baik melalui
bukti empiris maupun konsistensinya dengan teori yang relevan. Pada
tahap ini peneliti akan memaparkan terkait poin penting untuk
menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan

masalah.
G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini dijamin melalui penggunaan metode
triangulasi. Triangulasi dipilih karena memungkinkan penulis memeriksa
kebenaran informasi dengan membandingkan temuan dari berbagai teknik
dan sumber data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui
proses konfirmasi lintas sumber, triangulasi berfungsi untuk meningkatkan
validitas serta reliabilitas data dengan menekankan potensi bias maupun

kekeliruan dalam pengumpulan informasi. Penggunaan triangulasi dipilih

4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) 182

46 Nur Solikin, Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) H. 135-
136
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berdasarkan pertimbangan metodologis bahwa konsistensi antar-sumber
data akan memperkuat kredibilitas temuan, sehingga hasil penelitian
memiliki ~ landasan  empiris yang lebih  kuat dan  dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*’

47 Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Metodologi Penelitian Da n Penulisan Bidang
llmu Hukum (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan dikenal luas sebagai salah satu sentra penghasil
mebel terkemuka, khususnya untuk produk berbahan kayu. Hal ini
menjadikan kota tersebut lokasi ideal untuk meneliti perlindungan
tenaga kerja, terutama karena industri mebel memiliki karakteristik
risiko kerja yang spesifik. “®Dengan adanya tingginya konsentrasi dan
spesifikasi risiko industri mebel di Pasuruan menjadikan kota ini lokasi
yang ideal dan representatif untuk melakukan penelitian mendalam
mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penelitian di lokasi ini tidak
hanya akan menghasilkan temuan yang relevan untuk konteks lokal,
tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan
kebijakan K3 yang lebih efektif bagi industri pengolahan kayu secara
umum. Dalam Penelitian di perusahaan mebel kota Pasuruan ini

memiliki karakteristik tersendiri yaitu:
1. Skala Industri: Industri mebel di Pasuruan didominasi oleh
unit usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun terdapat
pula beberapa perusahaan skala besar. Penelitian dapat

berfokus pada salah satu atau kombinasi dari skala usaha ini.

48 Narulita, G., & Koswara, A. Y. (2021). Penentuan Faktor Pengembangan Ekonomi Lokal Industri
Mebel di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Jurnal Teknik ITS, 9(2), D59-D64.



Fokus pada UKM seringkali lebih menantang dalam hal
kepatuhan K3 dan perlindungan hukum formal.
2. Jenis Pekerjaan: Pekerja mebel umumnya terlibat dalam
proses yang memiliki risiko tinggi, seperti:
a. Pengoperasian mesin potong, gergaji, dan ketam (mesin
berputar).
b. Proses pengamplasan dan pengecatan (paparan debu kayu
dan zat kimia).
c. Pengangkatan material berat  (risiko  cedera
muskuloskeletal).
3. Kondisi Ketenagakerjaan: Terdapat keragaman pola kerja, mulai
dari sistem harian, borongan, hingga bulanan, yang seringkali

memengaruhi penerapan hak-hak normatif dan fasilitas K3.
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Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini selanjutnya

menguraikan profil tempat penelitian sebagai konteks empiris dari

pelaksanaan studi lapangan. Penelitian dilakukan pada tiga perusahaan

mebel yang berlokasi di Kota Pasuruan, yaitu:

1. Mebel Mitra Usaha

Mebel Mitra Usaha merupakan industri mebel skala kecil hingga
menengah yang berdiri sejak tahun 2009 dan berlokasi di JI. Gatot
Subroto, Krapyakrejo, Kota Pasuruan. Sejak awal berdiri, usaha ini
berkembang secara bertahap dengan memanfaatkan tenaga kerja

lokal. Hingga saat ini, Mebel Mitra Usaha mempekerjakan sebanyak
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15 orang karyawan. Pernyataan tersebut juga sudah dikonfirmasi
langsung pada saat proses wawancara ditempat penelitian langsung
pada salah satu karyawan di tempat mebel tersebut saat peneliti
memberikan pertanyaan,

Proses produksi di Mebel Mitra Usaha masih bersifat padat
karya, di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual
dengan dukungan mesin-mesin bertenaga listrik. Mesin yang
digunakan antara lain mesin potong, mesin serut, serta peralatan
pendukung lainnya. Ketergantungan pada peralatan listrik tersebut
menunjukkan adanya potensi risiko kerja di bidang kelistrikan,
sehingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja menjadi

aspek penting dalam aktivitas produksi perusahaan ini.

2. Mebel Lumintu

Mebel Lumintu berlokasi di JI. Gatot Subroto No. 08, Bukir,
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usaha ini berdiri
sejak tahun 2009 dan hingga saat ini mempekerjakan 15 orang
karyawan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan sistem produksinya,
Mebel Lumintu tergolong sebagai usaha mebel skala kecil atau home
industry. Kegiatan produksi di Mebel Lumintu masih banyak
mengandalkan proses manual dengan penggunaan peralatan kerja
sederhana yang didukung oleh mesin-mesin bertenaga listrik.

3. Mebel Jati Anyar.
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Mebel Jati Anyar berlokasi di JI. Gatot Subroto No. 39, Krapyak
Rejo, Gading Rejo, Petahunan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usaha ini
berdiri sejak tahun 2010 dan saat ini mempekerjakan sebanyak 17
orang karyawan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan karakteristik
produksinya, Mebel Jati Anyar termasuk dalam kategori industri
mebel skala kecil hingga menengah. Proses produksi di Mebel Jati
Anyar dilakukan dengan mengombinasikan tenaga kerja manual dan
penggunaan mesin-mesin bertenaga listrik.

B. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan (K 3) Berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan
Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 di Perusahaan Mebel Mitra Usaha,
Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan Standar Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di ketiga perusahaan mebel
tersebut secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang
berlaku, baik Permenaker No. 12 Tahun 2015 maupun standar teknis yang
terkait dengan regulasi ESDM (dalam dokumen disebutkan sebagai Permen
ESDM No. 10 Tahun 2021). Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang
dilakukan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati
Anyar, dapat diketahui bahwa pemenuhan standar Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan belum dilaksanakan secara optimal
dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Hal ini terlihat dari kondisi instalasi listrik, penggunaan peralatan kerja
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bertenaga listrik, serta rendahnya penerapan prosedur keselamatan kerja oleh
pihak manajemen maupun pekerja.

Secara normatif, kewajiban penerapan K3 di tempat kerja telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
yang mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan tenaga kerja
dalam penggunaan alat kerja, termasuk yang menggunakan tenaga listrik.*°
Selain itu, pengaturan lebih teknis mengenai K3 kelistrikan di tempat kerja
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, yang
mewajibkan pengamanan instalasi listrik, penggunaan alat pelindung diri,
serta pelatihan bagi pekerja.>

1. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek

Kelistrikan di Mebel Mitra Usaha

Perusahaan Mebel Mitra Usaha merupakan salah satu unit usaha
mebel yang telah beroperasi dalam jangka waktu relatif lama dengan
penggunaan peralatan produksi berbasis tenaga listrik secara intensif.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penggunaan tenaga listrik di

tempat kerja tidak hanya dipandang sebagai sarana pendukung

produksi, tetapi juga sebagai sumber potensi bahaya yang wajib

dikendalikan secara sistematis. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015

secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan

49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
0 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
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tenaga listrik harus memenuhi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
melalui perencanaan, pemasangan, pengoperasian, serta pemeliharaan
instalasi dan peralatan listrik sesuai standar keselamatan.>*
Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan standar K3 aspek
kelistrikan di Mebel Mitra Usaha belum sepenuhnya mengacu pada
ketentuan tersebut. Instalasi listrik berkembang secara bertahap
mengikuti kebutuhan produksi, namun tidak dibarengi dengan evaluasi
kesesuaian terhadap standar keselamatan, khususnya Standar Nasional
Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan teknis sebagaimana diwajibkan
dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor

10 tahun 2021.

Gambar 1. Penggunaan alat yang tidak layak
untuk digunakan (terdapat lilitan tali rafia pada
kabel alat yang digunakan )

51 Pasal 2, Permenaker RI No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja.
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Dalam praktiknya, beberapa mesin bertenaga listrik seperti mesin
potong dan mesin serut digunakan secara terus-menerus tanpa adanya
pemeriksaan berkala terhadap kondisi instalasi, sistem pengaman,
maupun komponen kelistrikannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7
Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengusaha
melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi serta peralatan
listrik secara berkala guna memastikan keamanan dan kelayakan
operasional. Ketiadaan inspeksi rutin menyebabkan potensi bahaya
kelistrikan tidak teridentifikasi secara dini dan dibiarkan berkembang
menjadi risiko nyata dan juga bertentangan dengan pasal 3 Permen
ESDM Nomor 10 tahun 2021 dikarenakan pada pasal ini pada dasarnya
mengatur bahwa keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk
mewujudkan kondisi yang andal, aman bagi instalasi, aman dari bahaya

bagi manusia, serta ramah lingkungan.

= =

Gambar 2. Proses wawancara oleh Saudara Nur
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Temuan empiris diperkuat dengan terjadinya kecelakaan kerja
berupa luka pada tangan pekerja, sebagaimana dialami oleh Saudara
Yanto, yang mana saudara Nur menyatakan bahwa:

“Karena minimnya penggunaan APD dan banyaknya fasilitas
yang digunakan disini masih banyak yang kurang memenuhi standart
jadi dalam proses berlangsungnya pekerjaan harus lebih hati hati
rawan terjadi kecelakaan kerja seperti yang sudah pernah terjadi
sebelumnya ™

Pernyataan yang disampaikan oleh pekerja tersebut menunjukkan
bahwa kecelakaan kerja terjadi dalam lingkungan kerja yang secara
teknis belum memenuhi standar keselamatan. Kondisi alat kerja listrik
yang tidak sesuai standar, minimnya pengamanan mesin, serta
lemahnya pengawasan selama proses produksi mencerminkan
kegagalan sistem manajemen K3 listrik, bukan semata-mata kesalahan
individual pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian peralatan listrik
yang digunakan di Mebel Mitra Usaha tidak memiliki spesifikasi teknis
yang jelas dan belum dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan SNI.
Padahal, Pasal 4 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 secara normatif
mewajibkan setiap peralatan listrik yang digunakan di tempat kerja
memenuhi standar nasional atau standar internasional yang diakui. Hal
tersebut dikonfirmasi oleh pemilik mebel bahwasannya:

"Kami sadar bahwa peralatan yang kami gunakan tidak
semuanya memiliki sertifikasi atau spesifikasi teknis yang jelas (SNI).

Seringkali, kami menggunakan mesin apa adanya dan melakukan
penyambungan kabel sendiri saat ada mesin yang rusak. Kami tidak

52 Nur, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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memiliki jadwal pemeliharaan berkala untuk memeriksa kabel-kabel
apakah sudah aus atau apakah sistem pengamannya masih layak.
Selama mesin masih bisa dipakai untuk bekerja, ya kami terus
gunakan."®®

Penggunaan peralatan yang tidak terstandarisasi berimplikasi
langsung pada meningkatnya potensi bahaya sengatan listrik, hubungan
arus pendek, dan kecelakaan kerja lainnya. Dan juga bertentangan
dengan pasal 4 permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 yang mana pada
Pasal ini mewajibkan setiap instalasi tenaga listrik untuk memenuhi
persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dan Pasal ini
mewajibkan penggunaan peralatan yang sesuai standar (seperti SNI).
Namun, di ketiga mebel tersebut, banyak peralatan listrik yang tidak
memiliki spesifikasi teknis jelas dan tidak terstandarisasi.

Dalam artian pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel
Mitra Usaha belum sesuai dengan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015.
Ketidaksesuaian tersebut terutama terletak pada aspek teknis sistem
kelistrikan, yaitu perencanaan yang tidak berbasis standar keselamatan,
ketiadaan inspeksi dan pemeliharaan berkala, serta penggunaan
peralatan listrik yang belum memenuhi SNI. Kondisi ini juga
menunjukkan belum terlaksananya kewajiban pengusaha dalam
menjamin keselamatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Saudara Yadi

salah satu karywan dimebel tersebut juga mengatakan:

>3Haji Totok, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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“saya juga sedang mengusulkan kepada pemilik mebel untuk

pemenuhan penggunaan alat kerja listrik dan lainnya untuk dilakukan

pergantian”.>*

Begitu tutur saat salah satu karyawan dimebel tersebut saat penulis
menanyakan bagaimana perkembangan untuk pemenuhan standarisasi
alat kerja listrik yang sesuai dimebel tersebut.

2. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan di Mebel Mitra Lumintu

Mebel Lumintu merupakan usaha mebel berskala kecil atau home
industry yang dalam aktivitas produksinya tetap memanfaatkan
peralatan kerja berbasis tenaga listrik. Meskipun berskala kecil, secara
normatif Mebel Lumintu tetap tunduk pada ketentuan Permenaker
Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021.
Regulasi ini tidak membedakan kewajiban penerapan K3 berdasarkan
skala usaha, melainkan berdasarkan adanya potensi bahaya dari
penggunaan tenaga listrik di tempat kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar K3
aspek kelistrikan di Mebel Lumintu masih sangat terbatas. Perencanaan
dan pengelolaan kelistrikan dilakukan secara sederhana dan bersifat
praktis, tanpa mengacu pada standar teknis keselamatan. Instalasi listrik
dan peralatan kerja digunakan selama masih dapat berfungsi secara

operasional, tanpa adanya pengujian kelayakan, sistem pengamanan

>4 Saudara Yadi, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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yang memadai, maupun pemeriksaan berkala terhadap kondisi
kelistrikan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Permenaker Nomor
12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengusaha menjamin bahwa instalasi
dan peralatan listrik aman digunakan serta memenuhi persyaratan
keselamatan kerja. Penggunaan kabel yang tidak terlindungi dengan
baik, mesin tanpa pelindung, serta ketiadaan sistem grounding
menunjukkan bahwa standar teknis kelistrikan belum menjadi
pertimbangan utama dalam aktivitas produksi. Pada saat penulis
menanyakan ‘“apakah ada kecelakaan kerja selama mebel tersebut
beroperasi” saudara Sugik salah satu karyawan tersebut menjawab:

“alhamdulillahnya belum ada kecelakaan kerja sama sekali ditempat
mebel ini jadi kami masih bisa menggunakan alat dengan hati hati™°

Meskipun hingga saat penelitian dilakukan belum terjadi
kecelakaan kerja listrik (zero accident), kondisi ini tidak dapat dimaknai
sebagai terpenuhinya standar K3. Justru, penggunaan peralatan listrik
yang tidak sesuai SNI menunjukkan adanya potensi bahaya laten
(hidden danger) yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi
kecelakaan kerja. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 menekankan
Saudara Yadi, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)pendekatan

pencegahan (preventive approach), yaitu kewajiban mengendalikan

>5 Saudara Sugik, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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risiko sejak tahap perencanaan dan pengadaan peralatan, bukan setelah

kecelakaan terjadi.

Gambar 3. Penggunaan alat yang tidak layak untuk

digunakan (terdapat lilitan isolasi pada kabel alat yang
digunakan )

Gambar 4. Proses wawancara oleh Saudara Judin
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Pernyataan pemilik usaha, Saudara Judin, yang menyatakan
bahwa keterbatasan skala usaha menjadi alasan penggunaan alat kerja
secara “seperlunya”, Saudara Judin juga menyatakan bahwa:

“Kelemahannya alat-alat yang kami gunakan di sini memang
kurang memadai, beberapa karena ini hanya perusahaan home
industry bukan perusahaan besar, jadi sementara kami pakai yang
seperlunya.”’®

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya miskonsepsi terhadap
kewajiban hukum di bidang K3. Secara normatif, keterbatasan ekonomi
tidak menghapus kewajiban hukum untuk menyediakan sistem kerja
yang aman. Dengan demikian, rendahnya pemenuhan standar K3 listrik
di Mebel Lumintu lebih disebabkan oleh lemahnya komitmen
manajemen terhadap keselamatan kerja, bukan oleh faktor skala usaha
semata. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh saudara Malik yakni
karyawan yang ada disalah satu mebel tersebut menyatakan:

“Jika penggunaan perlindungan dalam proses kerja sepert masker itu
sudah kami lakukan disini tetapi jika penggunaan alat sesuai
standarisasi hukum k3 listrik apa belum kami tidak tahu mengenai hal
tersebut apakah sudah benar benar memenuhi’™>’

Berdasarkan analisis tersebut pemenuhan standar K3 aspek
kelistrikan di Mebel Lumintu belum sesuai dengan Permenaker Nomor
12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021, khususnya

terkait kesesuaian instalasi dan peralatan listrik dengan SNI serta

kewajiban pengendalian risiko kelistrikan secara preventif.

%6 Judin, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
37 Malik, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan di Mebel Jati Anyar

Mebel Jati Anyar merupakan industri mebel berskala kecil hingga
menengah dengan penggunaan peralatan listrik yang relatif kompleks
dan beroperasi pada tegangan kerja di atas ambang batas aman.
Berdasarkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, penggunaan peralatan
listrik dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik (AC)
mewajibkan penerapan standar K3 listrik yang ketat, termasuk
pemenuhan standar teknis instalasi dan peralatan listrik sesuai SNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar K3
aspek kelistrikan di Mebel Jati Anyar belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan tersebut. Dalam aspek perencanaan dan pengelolaan
kelistrikan, perusahaan menggunakan berbagai peralatan listrik seperti
mesin potong, alat bor, dan mesin pendukung lainnya tanpa dilengkapi
sistem pengaman yang memadai. Beberapa instalasi listrik tidak
memiliki grounding yang layak, sistem pemutus arus otomatis, serta
isolasi kabel yang memenuhi standar keselamatan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Permenaker Nomor
12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengamanan terhadap bahaya sentuh
langsung maupun tidak langsung dari arus listrik.’® Ketidaksesuaian
instalasi dan peralatan listrik dengan standar SNI menunjukkan bahwa
aspek keselamatan belum menjadi bagian integral dari sistem kerja

perusahaan.
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Dampak dari kondisi tersebut tercermin dalam terjadinya
kecelakaan kerja berupa sengatan listrik yang dialami oleh Saudara
Aris. Insiden ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengamanan

listrik dan mengindikasikan bahwa risiko kelistrikan belum

Gambar 5. Bukti wawancara pada Saudara
Indra

dikendalikan secara memadai. Percikan dan sengatan listrik yang terjadi
bukan hanya disebabkan oleh faktor perilaku pekerja, tetapi lebih
dominan disebabkan oleh kondisi teknis instalasi dan peralatan listrik
yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Hasil wawancara dengan karyawan, Saudara Indra, yang
menyatakan bahwa:

“Penggunaan peralatan listrik selama ini lebih didasarkan pada

kebutuhan operasional produksi, tanpa adanya pedoman teknis tertulis
yang mengatur standar kelayakan, sistem pengamanan, maupun
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kewajiban penyesuaian peralatan dengan standar keselamatan yang
berlaku” %

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa tidak terdapat
kebijakan internal yang secara tegas mewajibkan pemenuhan standar teknis

keselamatan listrik sesuai SNI.

IR

ukti tidak adanya peralatan

R

Gambar 6. B

keamanan bagi karyawan yang sedang
bekerja

Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen manajemen dalam
pengendalian risiko kelistrikan. Pengoperasian peralatan listrik yang tidak
memenuhi standar menjadi praktik yang berulang dan sistemik, sehingga
menempatkan pekerja dalam kondisi kerja yang berisiko tinggi. Hal tersebut
dikonfirmasi oleh Saudara Ranto salah satu karyawan di mebel tersebut:

"Kami sadar bahwa peralatan yang kami gunakan tidak semuanya memiliki
sertifikasi atau spesifikasi teknis yang jelas (SNI). Seringkali, kami menggunakan
mesin apa adanya dan melakukan penyambungan kabel sendiri saat ada mesin yang
rusak. Kami tidak memiliki jadwal pemeliharaan berkala untuk memeriksa kabel-
kabel apakah sudah aus atau apakah sistem pengamannya masih layak. Selama

mesin masih bisa dipakai untuk bekerja, ya kami terus gunakan."°

%8 Indra, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
%9 Ranto, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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Pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Jati Anyar belum
sesuai dengan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Permasalahan utama
terletak pada ketidaksesuaian sistem dan peralatan kelistrikan dengan standar
SNI, bukan semata-mata pada aspek penggunaan alat pelindung diri. Selama
standar teknis Kkelistrikan belum dipenuhi secara konsisten, potensi
kecelakaan kerja listrik akan tetap melekat dalam aktivitas produksi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan standar Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di Mebel Mitra Usaha, Mebel
Lumintu, dan Mebel Jati Anyar, dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan
menunjukkan pola permasalahan yang relatif serupa, meskipun berada pada
skala usaha dan karakteristik operasional yang berbeda. Temuan empiris
tersebut memperlihatkan bahwa penerapan K3 listrik masih belum dilakukan
secara sistematis dan belum sepenuhnya berorientasi pada standar
keselamatan yang ditetapkan oleh hukum positif. Kondisi ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara kewajiban normatif pengusaha dan praktik
pelaksanaan K3 di lapangan. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung dengan
Saudara Nauval Adzani pemilik mebel pada saat wawancara mengatakan:

"Sejauh ini, puji syukur belum ada kecelakaan fatal. Namun, kami sadar
bahwa bahaya selalu ada. Kabel-kabel yang dibiarkan terbuka dan penggunaan alat
yang tidak standar adalah ancaman nyata. Kami sering merasa was-was jika terjadi
hubungan arus pendek atau tersengat listrik saat bekerja, terutama karena
kurangnya APD dan sistem pengamanan yang benar-benar terencana sesuai aturan

keselamatan."®°

60 Nauval Adzani, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)
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Untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum K3 aspek kelistrikan
telah dilaksanakan, maka hasil penelitian pada ketiga perusahaan mebel
tersebut perlu dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Peraturan
Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Listrik di Tempat Kerja. Permenaker ini merupakan instrumen hukum
positif yang secara khusus mengatur pengendalian risiko kelistrikan dan
memberikan standar minimum perlindungan bagi tenaga kerja dari bahaya
listrik di tempat kerja. Dengan demikian, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 menjadi tolak ukur utama
dalam menilai kepatuhan dan tanggung jawab hukum pengusaha mebel di

Kota Pasuruan.

C. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun
2021 sebagai Dasar Perlindungan Hukum K3 Listrik
Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 21
menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja aspek Kkelistrikan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja.
Regulasi ini pada hakikatnya merupakan perwujudan hukum positif dari prinsip-
prinsip dasar K3 listrik, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja akibat bahaya listrik, baik berupa sengatan, kebakaran, maupun kerusakan

fisik lainnya. Dalam konteks industri mebel, yang sangat bergantung pada
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mesin-mesin bertenaga listrik serta lingkungan kerja yang didominasi material
mudah terbakar, keberadaan regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi.

Secara konseptual, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dibangun di atas tiga pilar
utama perlindungan hukum K3 listrik, yaitu pencegahan teknis, pencegahan
administratif, dan akuntabilitas hukum.

a. Pilar Pencegahan Teknis (Engineering Control)

Pilar pencegahan teknis menempatkan pengendalian risiko listrik pada sumber
bahaya. Permenaker No. 12 Tahun 2015 secara tegas mewajibkan agar seluruh
instalasi dan peralatan listrik di tempat kerja memenuhi Persyaratan Umum
Instalasi Listrik (PUIL) sebagai standar keselamatan yang bersifat mengikat,
bukan sekadar pedoman teknis. Selain itu, pengusaha diwajibkan menyediakan
sistem proteksi aktif dan pasif, seperti grounding (pentanahan), pemutus arus
listrik, serta isolasi yang memadai guna mencegah bahaya sentuhan langsung,
sentuhan tidak langsung, dan arus lebih.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga perusahaan mebel yang diteliti belum
sepenuhnya memenuhi pilar pencegahan teknis ini. Di Mebel Mitra Usaha dan
Mebel Lumintu, ditemukan penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi
standar keselamatan, seperti kabel yang telah aus atau terkelupas, mesin tanpa
pelindung, serta ketiadaan sistem grounding yang memadai. Sementara itu, di
Mebel Jati Anyar, meskipun skala usaha relatif lebih besar, masih ditemukan
ketidaksesuaian instalasi dan peralatan listrik dengan standar SNI, yang berujung
pada terjadinya kecelakaan kerja listrik berupa sengatan dan percikan.

b. Pilar Pencegahan Administratif (Administrative Control)
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Pilar pencegahan administratif berfokus pada pengaturan sistem kerja dan
sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan penerapan K3 listrik.
Permenaker No. 12 Tahun 2015 mewajibkan adanya Riksa Uji instalasi listrik
serta kepemilikan Izin Pemakaian atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai
bentuk akuntabilitas pengusaha terhadap kondisi kelistrikan di tempat kerja.
Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kompetensi tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan kelistrikan, guna mengurangi risiko kecelakaan
akibat kesalahan manusia (human error).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga perusahaan mebel tersebut
belum terdapat sistem administrasi K3 listrik yang memadai. Tidak ditemukan
bukti adanya riksa uji instalasi listrik maupun kepemilikan SLO. Pekerja yang
mengoperasikan mesin dan peralatan listrik juga bukan tenaga kerja dengan
kompetensi khusus di bidang kelistrikan, melainkan bekerja berdasarkan
kebiasaan dan pengalaman kerja. Kondisi ini menunjukkan lemahnya
perlindungan hukum preventif, karena risiko kelistrikan tidak diimbangi dengan
sistem pengendalian administratif sebagaimana diwajibkan oleh Permenaker No.
12 Tahun 2015.

c. Pilar Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability)

Permenaker No. 12 Tahun 2015 memberikan dasar hukum yang kuat untuk
menuntut pertanggungjawaban pengusaha apabila terjadi kecelakaan kerja
akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban K3 listrik. Apabila pengusaha tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur, seperti tidak melakukan riksa uji,

tidak memiliki SLO, atau menggunakan tenaga kerja yang tidak kompeten, maka
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dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1. Analisis Pemenuhan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Permenaker
Nomor 12 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga perusahaan mebel di
Kota Pasuruan, ditemukan bahwa penerapan perlindungan K3 listrik
belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan
Pasal 8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015.

Pasal 5 mewajibkan agar seluruh kegiatan perencanaan,
pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan instalasi
listrik dilakukan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan ini belum dipatuhi secara optimal oleh ketiga
perusahaan. Di Mebel Mitra Usaha, tidak dilakukan inspeksi rutin
dan pemeliharaan berkala terhadap alat kerja listrik. Di Mebel
Lumintu, perencanaan dan pemeliharaan instalasi listrik masih
bersifat minimalis. Di Mebel Jati Anyar, penggunaan instalasi
bertegangan tinggi tanpa sistem pengamanan yang memadai
berujung pada kecelakaan kerja.

Pasal 6 mengatur kewajiban penggunaan peralatan listrik yang
memenuhi  standar  keselamatan dan digunakan  sesuai
peruntukannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini ditemukan di

seluruh lokasi penelitian, berupa penggunaan mesin tanpa
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pelindung, kabel yang telah rusak, serta tidak adanya sistem
pengamanan tambahan.

Pasal 7 menegaskan bahwa pekerjaan kelistrikan harus
dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten. Namun, pada ketiga
perusahaan, pekerjaan kelistrikan dilakukan oleh pekerja biasa tanpa
pelatinan K3 listrik yang memadai, sehingga meningkatkan risiko
kecelakaan kerja.

Pasal 8 mewajibkan pengusaha melakukan pengendalian
risiko melalui prosedur kerja aman, penyediaan APD, dan
pengawasan berkelanjutan. Pelanggaran terhadap pasal ini terlihat
jelas, terutama di Mebel Jati Anyar dan Mebel Mitra Usaha, di mana
lemahnya pengawasan dan Kketiadaan penegakan disiplin
keselamatan berkontribusi langsung terhadap kondisi kerja yang

tidak aman.

C.Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan Berdasarkan Magashid Syariah di Perusahaan Mebel

Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar

Pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek
kelistrikan tidak hanya memiliki dimensi yuridis dan teknis, tetapi juga
mengandung dimensi etis dan normatif yang dapat dianalisis melalui
perspektif Magashid Syariah. Magashid Syariah pada dasarnya bertujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan mencegah kerusakan

(dar’u al-mafasid) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks
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ketenagakerjaan, khususnya keselamatan kerja, Magashid Syariah
menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan akal pekerja sebagai tujuan
utama yang wajib dijaga.

Pada tingkat daruriyyat (kebutuhan primer), aspek keselamatan kerja
berkaitan langsung dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Penerapan
standar keselamatan kelistrikan yang sesuai dengan ketentuan SNI
merupakan bentuk nyata upaya menjaga keselamatan jiwa pekerja dari risiko
kecelakaan listrik, seperti sengatan listrik, korsleting, maupun kebakaran
akibat instalasi yang tidak aman. Dengan demikian, kelalaian dalam
memenuhi standar teknis keselamatan listrik pada hakikatnya bertentangan
dengan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan perlindungan jiwa
sebagai prioritas utama.

1. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek

Kelistrikan di Mebel Mitra Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Mebel Mitra Usaha
menjalankan kegiatan produksi dengan memanfaatkan berbagai
peralatan kerja berbasis tenaga listrik, seperti mesin potong, mesin
serut, dan alat bor. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem kelistrikan dalam
proses produksi. Namun demikian, pemenuhan standar keselamatan

kelistrikan belum sepenuhnya mengacu pada standar teknis yang
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ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait instalasi
listrik dan pengamanan peralatan kerja.®!

Dari perspektif Magashid Syariah, kondisi ini berkaitan langsung
dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), yang menempatkan
keselamatan manusia sebagai tujuan utama syariat.%? Instalasi listrik
yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi menimbulkan
bahaya sengatan listrik, korsleting, maupun kebakaran, yang secara
nyata dapat mengancam keselamatan pekerja. Pengoperasian peralatan
listrik tanpa jaminan keselamatan yang memadai menunjukkan belum
optimalnya upaya menjaga jiwa tenaga kerja sebagaimana dikehendaki
oleh Magashid Syariah.

Selain itu, lemahnya pemenuhan standar kelistrikan juga
mencerminkan kurangnya penerapan prinsip amanah dalam hubungan
kerja. Dalam perspektif figh muamalah, pengusaha berkewajiban
menyediakan lingkungan kerja yang aman dan tidak membahayakan
pekerja.?® Dengan demikian, praktik K3 kelistrikan di Perusahaan
Mebel Mitra Usaha belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariah
dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

2. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek

Kelistrikan di Mebel Lumintu

61 Badan Standardisasi Nasional, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), Jakarta: BSN.
62 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, London: [T, 2008, him. 15.
83 Wahbah al-Zuhaili, Figh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid IV, hlm. 2865.
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Mebel Lumintu merupakan usaha mebel yang memanfaatkan
peralatan listrik secara intensif dalam proses produksinya. Berdasarkan
temuan lapangan, penggunaan mesin dan instalasi listrik dilakukan
secara berkelanjutan untuk menunjang produktivitas kerja, namun
belum diiringi dengan penerapan standar teknis keselamatan yang
memadai, khususnya terkait pemeliharaan peralatan dan pengendalian
risiko kelistrikan.

Dalam kerangka Magashid Syariah, kondisi tersebut tidak hanya
berkaitan dengan hifz al-nafs, tetapi juga dengan hifz al-‘aq/
(perlindungan akal). Lingkungan kerja yang berisiko akibat sistem
kelistrikan yang tidak aman dapat menimbulkan tekanan psikologis dan
rasa tidak aman bagi pekerja, yang berpotensi menurunkan konsentrasi
dan produktivitas kerja.% Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan
kerja belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi oleh pengusaha.

Berdasarkan aspek hifz al-mal (perlindungan harta), pengabaian
standar keselamatan kelistrikan berpotensi menimbulkan kerugian
material, baik berupa kerusakan peralatan, kebakaran, maupun
terhentinya proses produksi. Dalam Magashid Syariah, perlindungan
harta dipandang sebagai bagian integral dari keberlangsungan

kehidupan dan usaha yang berkeadilan.®® Maka pada praktik K3

84 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafagat fi Ushul al-Shariah, Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyyah, Jilid
i1, him. 8.
8 Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Magasid ‘inda al-lmam al-Syatibi, Riyadh: Dar al-*Alamiyyah,
him. 125.
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kelistrikan di Mebel Lumintu belum sepenuhnya mencerminkan tujuan
syariah secara komprehensif.

3. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek
Kelistrikan di Mebel Jati Anyar

Mebel Jati Anyar menunjukkan permasalahan yang lebih
kompleks dalam pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan. Berdasarkan
hasil observasi dan wawancara, aktivitas produksi melibatkan
penggunaan peralatan listrik dengan tingkat risiko tinggi, namun belum
disertai dengan penerapan standar keselamatan sesuai ketentuan teknis
yang berlaku. Kondisi ini terbukti dari terjadinya kecelakaan kerja
listrik yang dialami oleh pekerja.

Dalam perspektif Magashid Syariah, terjadinya kecelakaan kerja
tersebut merupakan indikator kegagalan dalam mewujudkan hifz al-
nafs. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang
membahayakan jiwa manusia, sebagaimana kaidah la darara wa la
dirar yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri
maupun orang lain.®®

Selain itu, tidak adanya kebijakan internal yang mewajibkan
pemenuhan standar keselamatan listrik menunjukkan bahwa aspek
keselamatan belum terinternalisasi dalam budaya kerja perusahaan.

Dalam pandangan syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip

8 Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-limiyyah, him. 87.
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tanggung jawab (mas uliyyah) pengusaha terhadap pekerja sebagai
pihak yang berada dalam posisi lebih lemah secara struktural.®” Dari
sudut pandang hifz al-mal, kecelakaan listrik juga berpotensi
menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi pekerja maupun perusahaan,
sehingga semakin menegaskan bahwa tujuan syariah belum terpenuhi
secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga
perusahaan mebel di Kota Pasuruan belum sepenuhnya memenubhi
standar keselamatan kelistrikan yang selaras dengan prinsip Magashid
Syariah. Perbedaan skala usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengabaikan keselamatan kerja, karena dalam perspektif syariah
perlindungan jiwa, akal, dan harta merupakan kewajiban fundamental
yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas ekonomi.®® Pemenuhan
standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan di
Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar
masih menunjukkan kesenjangan antara nilai normatif Magashid

Syariah dan praktik di lapangan.

57 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Mu ‘amalat, Kairo: Maktabah Wahbah, him. 212.
88 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, him. 364.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan
standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di
Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di

Kota Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan
standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan
di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati
Anyar di Kota Pasuruan belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan hukum positif, Khususnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
tentang K3 Listrik di Tempat Kerja. Ketiga perusahaan
menunjukkan pola pelanggaran yang relatif serupa, yakni belum
dilaksanakannya perencanaan dan pemasangan instalasi listrik
sesuai standar PUIL, penggunaan peralatan listrik yang tidak
memenuhi standar keselamatan, ketiadaan pemeriksaan dan
pemeliharaan berkala, serta tidak adanya riksa uji dan Sertifikat
Laik Operasi (SLO). Selain itu, pekerjaan kelistrikan masih
dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi
khusus di bidang kelistrikan dan tanpa pelatihan K3 listrik yang
memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban

pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal
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8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara
optimal, sehingga perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada
aspek kelistrikan masih bersifat lemah dan reaktif. Akibatnya,
terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum K3 listrik yang
bersifat preventif dengan praktik kerja di lapangan, yang pada
beberapa kasus bahkan telah menimbulkan kecelakaan kerja listrik.
. Ditinjau dari perspektif Magashid Syariah, pemenuhan standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan di Perusahaan
Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar belum
mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga
kemaslahatan manusia. Pengabaian terhadap standar keselamatan
kelistrikan bertentangan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan
jiwa), karena menempatkan pekerja pada kondisi kerja yang
berisiko tinggi terhadap bahaya sengatan listrik, percikan api, dan
kecelakaan kerja lainnya. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak
aman juga berdampak pada hifz al- ‘aq/ (perlindungan akal), karena
menimbulkan rasa tidak aman dan tekanan psikologis yang dapat
menurunkan konsentrasi serta produktivitas pekerja. Dari aspek
hifz al-mal (perlindungan harta), lemahnya penerapan K3 listrik
berpotensi menimbulkan kerugian material baik bagi pekerja
maupun pengusaha akibat kerusakan peralatan, terganggunya
proses produksi, dan biaya akibat kecelakaan kerja. Dengan

demikian, praktik pemenuhan K3 listrik pada ketiga perusahaan
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mebel tersebut belum sejalan dengan nilai keadilan, tanggung
jawab, dan perlindungan kemaslahatan yang menjadi inti Magashid
Syariah dalam kegiatan ekonomi dan hubungan kerja.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan
standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di
Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di
Kota Pasuruan, serta ditinjau dari perspektif hukum positif dan Magashid

Syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Perusahaan Mebel

Perusahaan mebel Mitra Usaha, Lumintu, dan Jati Anyar
perlu meningkatkan komitmen dan tanggung jawab hukum dalam
pemenuhan K3 aspek kelistrikan dengan menjadikan ketentuan
Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 sebagai pedoman wajib,
khususnya dalam penerapan standar teknis instalasi listrik sesuai
PUIL dan SNI. Pengusaha perlu melakukan perencanaan ulang
instalasi listrik, memastikan seluruh peralatan kerja memenuhi
standar keselamatan, melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan
berkala, serta melakukan riksa uji untuk memperoleh Sertifikat
Laik Operasi (SLO). Selain itu, pengusaha perlu memastikan
bahwa pekerjaan kelistrikan hanya dilakukan oleh tenaga kerja

yang kompeten dan memiliki pemahaman risiko kelistrikan,
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sehingga potensi kecelakaan kerja dapat dicegah secara sistematis
sejak sumber bahaya.
. Saran bagi Tenaga Kerja

Tenaga kerja di sektor industri mebel perlu meningkatkan
kesadaran hukum dan keselamatan kerja dengan memahami bahwa
pemenuhan standar K3 bukan sekadar kewajiban administratif,
melainkan bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri. Pekerja
diharapkan mematuhi prosedur kerja aman dan tidak mengabaikan
standar keselamatan kelistrikan meskipun dalam kondisi kerja yang
sudah dianggap biasa atau rutin. Kesadaran ini penting untuk
mencegah terjadinya kecelakaan kerja listrik yang dapat
mengancam keselamatan jiwa dan keberlangsungan kerja.
. Saran bagi Pemerintah dan Pengawas Ketenagakerjaan

Pemerintah, khususnya instansi ketenagakerjaan di tingkat
daerah, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaku usaha mebel skala kecil dan menengah
terkait penerapan K3 listrik. Pengawasan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga perlu diarahkan pada pemenuhan standar
teknis instalasi listrik sesuai SNI dan PUIL. Selain itu, diperlukan
sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku
usaha memahami konsekuensi hukum serta urgensi K3 listrik

dalam melindungi keselamatan tenaga kerja.
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4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek
kajian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan mebel atau
sektor industri lain yang memiliki karakteristik risiko kelistrikan
serupa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan
pendekatan kuantitatif atau socio-legal untuk mengukur tingkat
kepatuhan K3 listrik secara lebih objektif serta menilai efektivitas
pengawasan pemerintah dalam penerapan Permenaker Nomor 12

Tahun 2015.
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